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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah kumulasi cerai

talak antara:

PEMOHON,  nomor  induk kependudukan XXXXXXX, umur 51 tahun,  agama

Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat

kediaman  di  Jalan  XXXXXXX,  RT  01,  Kelurahan  XXXXXXX,

Kecamatan XXXXXXX I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera

Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON,  nomor  induk  kependudukan  XXXXX,  umur  49  tahun,  agama

Islam,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,  pendidikan  SLTP,  tempat

kediaman  di  XXXXX,  RT  05,  Kelurahan  XXXXX,  Kecamatan

XXXXXXX  I,  Kota  Lubuklinggau,  Provinsi  Sumatera  Selatan,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024

telah  mengajukan  permohonan  cerai  talak  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Lubuklinggau  dengan  Nomor  60/Pdt.G/2024/PA.LLG,

tanggal  09  Januari  2024,  dengan  dalil-dalil  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:
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1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri  sah,  akad

nikah di laksanakan menurut Syari'at Islam, pada tanggal 23 Maret 1992 di

XXXXX,  Kecamatan  XXXXX  II,  Kota  Lubuklinggau,  Provinsi  Sumatera

Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka

dan Termohon  berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

nikah kakak kandung yang bernama XXXXX dengan mas kawin berupa ½

(Setengah) suku emas 24 k dibayar tunai. Dengan dihadiri oleh dua orang

saksi yang bernama :

a. XXXXX, waktu  itu  berumur  39  tahun,  pekerjaan  petani,

pendidikan SD/Sederajat,  tempat tinggal di  XXXXX, RT 05, Kelurahan

XXXXX,  Kecamatan XXXXXXX I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera

Selatan, Indonesia;

b. XXX, waktu  itu  berumur  27  tahun,  pekerjaan  karyawan

swasta, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Jalan XXXX, RT

05, Kelurahan XXX, Kecamatan XXXXX I, Kota Lubuklinggau, Provinsi

Sumatera Selatan, Indonesia;

3. Bahwa antara  Pemohon dengan Termohon   tidak  ada pertalian

nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi

syarat  dan  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan  pernikahan,  baik

menurut  ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

4. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  Terakhir

bertempat tinggal bersama  dirumah milik Pemohon dan Termohon yang

beralamat  di  Jalan  XXXXXXX,  RT 01,  Kelurahan XXXXXXX,  Kecamatan

XXXXXXX I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

5. Bahwa  selama  pernikahan  antara  Pemohon  dengan  Termohon

 telah  hidup  rukun  selama  kurang  lebih 17  (Tujuh  Belas)  tahun,  telah

berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa dari  pernikahan tersebut,  Pemohon dan Termohon telah

mempunyai 4 (Empat) orang anak, yang bernama :
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a. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi 17 Januari 1995,

umur 28 (Dua Puluh Delapan) tahun, pendidikan SLTA/Sederajat, anak

tersebut telah berkeluarga;

b. XXX,  nomor induk kependudukan XXX, tempat dan tanggal lahir

Tebing Tinggi 24 Juni 2000, umur 23 (Dua Puluh Tiga) tahun, pendidikan

SLTA/Sederajat, anak tersebut telah berkeluarga;

c. XXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir

Pajar  Bakti  01  Januari  2003,  umur  21  (Dua  Puluh  Satu)  tahun,

pendidikan  SLTA/Sederajat,  anak  tersebut  ikut  dan  tinggal  bersama

Pemohon;

d. XXXX,  nomor  induk  kependudukan  XXXX,  tempat  dan  tanggal

lahir Pajar Bakti 01 Juli 2007, umur 16 (Enam Belas) tahun, pendidikan

SLTA/Belum tamat, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Pemohon;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohoon tersebut dan

selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta

nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan

Agama Kecamatan XXXXX II,  Kota Lubuklinggau dengan alasan petugas

tidak  mencatat  pernikahan  tersebut  di  Kantor  Urusan  Agama  setempat,

sementara  Pemohon  sangat  membutuhkan  bukti  keabsahan  perkawinan

tersebut dan karenanya Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon

dengan Termohon   terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti

keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon   untuk alasan

hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon

 di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

9. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2009 ketentraman

rumah tangga Pemohon dengan Termohon   mulai  tidak harmonis dengan

adanya  perselisihan  antara  Pemohon  dengan  Termohon   yang  terus

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
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a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami,

susah diatur dan suka melawan bila dinasehati oleh pemohon dan selalu

ingin menang sendiri, dan tidak menghargai Pemohon;

10. Bahwa  akibat  pertengkaran  tersebut  Termohon   pergi

meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2009 sejak itu Pemohon dan

Termohon telah  berpisah tempat  tinggal  selama kurang lebih  14 (Empat

Belas)  tahun  4  (Empat)  bulan,  sejak  berpisah  Pemohon  tidak  pernah

memberikan nafkah lahir dan batin lagi pada Termohon, sekarang Termohon

 pulang kerumah ayuk kandung Termohon yang beralamat di XXXXX, RT

05,  Kelurahan  XXXXX,  Kecamatan  XXXXXXX  I,  Kota  Lubuklinggau,

Provinsi Sumatera Selatan;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon

dengan  Termohon   sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga

tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk

menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini; 

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  maka  Pemohon  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama  Lubuklinggau  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan serta Permohonan Cerai Talak;

2. Menetapkan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  (Pemohon)  dengan

Termohon  (Termohon) yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1992 di XXXXX,

Kecamatan XXXXX II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Memberi  izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk  menjatuhkan Talak 1

(satu)  raj'i terhadap  Termohon  (Termohon)  di  muka  sidang  pada

Pengadilan Agama Lubuklinggau;
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4. Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan  atau  jika  ketua  pengadilan  agama  Lubuklinggau  melalui  majelis

hakim yang memeriksa perkara ini  berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

Bahwa  atas  perintah  Hakim  Tunggal,  Jurusita  telah  mengumumkan

adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14

hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada

pihak lain yang mengajukan keberatan ke  Pengadilan Agama Lubuk Linggau

sehubungan  dengan  permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah

tersebut;

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

menurut relaas Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.LLG yang dibacakan di dalam sidang,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

halangan yang sah;

Bahwa majelis  hakim telah  menasehati  Pemohon agar  berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.  Surat:

 Fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili  Nomor:

474.4/01/07.04/2024,  atas  nama  Pemohon   yang  di  keluarkan  oleh

Kelurahan  XXXXXXX  tanggal  8  Januari  2024.  Bukti  fotokopi  surat
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tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya,

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah

dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim

Tunggal;

 Fotokopi KTP NIK XXXXXXX, atas nama Pemohon

yang  di  keluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil

Kabupaten  Empat  Lawangtanggal  18  November  2015.  Bukti  fotokopi

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

aslinya,  yang  ternyata  sesuai  dengan  aslinya  dan  bermeterai  cukup,

serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan

paraf Hakim Tunggal;

 Fotokopi  KK  NIK  1611041205110003,  atas  nama

Pemohon  yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Empat Lawang tanggal 5 Juni 2023. Bukti fotokopi surat

tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya,

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah

dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim

Tunggal;

B. Saksi:

Saksi Isbat Nikah

Saksi 1, M. Nuralyan,  umur 54 tahun,  agama Islam, pekerjaan swasta,

bertempat  tinggal  di  Jl.  Jend  Sudirman  Gang  Kepahyang  No.46  Rt.03

XXXXX, Kecamatan XXXXX II,  Kota Lubuklinggau, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

dan memiliki hubungan sebagai keponakan Pemohon;

 Bahwa  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon

menikah tanggal  23 Maret  1992 di  XXXXX Kecamatan XXXXX II

Kota Lubuklinggau;

 Bahwa  saksi  hadir  dan  menyaksikan  pernikahan

Pemohon dengan Termohon;
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 Bahwa  saksi  menyaksikan  pernikahan  Pemohon

dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;

 Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama

XXXXX sebagai Kakak Kandung Termohon, dihadiri oleh saksi-saksi

antara lain bernama Aji Nasar dan Samsudin dengan Mas kawinnya

berupa emas ½ suku, serta ada ijab dan qobul;

 Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  Pemohon

berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis;

 Bahwa saksi  mengetahui  antara Pemohon dengan

Termohon  tidak  ada  hubungan  darah  dan  tidak  ada  hubungan

sesusuan;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dalam  pernikahan

Pemohon dan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang

keberatan dengan perkawinan mereka;

 Bahwa setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon dan

Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan

telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Saksi 2,  Samsudin bin Malik, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan

swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sumber Sgung Rt.05 Kecamatan

XXXXX I,Kota Lubuklinggau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

dan memiliki hubungan sebagai Kakak Ipar Pemohon;

 Bahwa  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon

menikah tanggal  23 Maret  1992 di  XXXXX Kecamatan XXXXX II

Kota Lubuklinggau;

 Bahwa  saksi  hadir  dan  menyaksikan  pernikahan

Pemohon dengan Termohon;

 Bahwa  saksi  menyaksikan  pernikahan  Pemohon

dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;

 Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama

XXXXX sebagai Kakak Kandung Termohon, dihadiri oleh saksi-saksi
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antara lain bernama Aji Nasar dan Samsudin dengan Mas kawinnya

berupa emas ½ suku, serta ada ijab dan qobul;

 Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  Pemohon

berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis;

 Bahwa saksi  mengetahui  antara Pemohon dengan

Termohon  tidak  ada  hubungan  darah  dan  tidak  ada  hubungan

sesusuan;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dalam  pernikahan

Pemohon dan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang

keberatan dengan perkawinan mereka;

 Bahwa setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon dan

Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan

telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Saksi Perceraian

Saksi 3, Narno bin M. Mardis umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan

buruh, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX RT. 01 Kelurahan XXXXXXX

Kecamatan  XXXXXXX  I  Kota  Lubuklinggau,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga; 

 Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 1992 di KUA

XXXXX Ii Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan

Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon

dan Termohon;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Pemohon  dan

Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah  tidak  lagi  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  sejak pertengahan tahun 2009 yang mengakibatkan

antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama
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14  tahun  sampai  dengan  sekarang  dan  selama berpisah  antara

Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa,  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  Pemohon  dan

Termohon bertengkar;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran

Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh

terhadap Pemohon sebagai suami, susah diatur dan suka melawan

bila dinasehati oleh pemohon dan selalu ingin menang sendiri, dan

tidak menghargai Pemohon;

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

 Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Pemohon

dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya

lebih baik bercerai;

Saksi 4, Agung Samana umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar,

bertempat  tinggal  di  Jalan  XXXXXXX  RT.  01  Kelurahan  XXXXXXX

Kecamatan  XXXXXXX  I  Kota  Lubuklinggau,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai keluarga Pemohon; 

 Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 1992 di KUA

XXXXX Ii Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan

Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon

dan Termohon;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Pemohon  dan

Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah  tidak  lagi  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  sejak pertengahan tahun 2009 yang mengakibatkan
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antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama

14 tahun  sampai  dengan  sekarang  dan  selama berpisah  antara

Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa,  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  Pemohon  dan

Termohon bertengkar;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran

Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh

terhadap Pemohon sebagai suami, susah diatur dan suka melawan

bila dinasehati oleh pemohon dan selalu ingin menang sendiri, dan

tidak menghargai Pemohon;

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

 Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Pemohon

dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya

lebih baik bercerai;  

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap  pada  permohonan  dan  mohon  putusan  yang  mengabulkan  tuntutan

Pemohon; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Pemohon  telah  diumumkan  pada  papan  pengumuman  Pengadilan  Agama

Lubuk  Linggau selama  14  hari  sebelum  perkara  ini  disidangkan,  namun

ternyata  tidak  ada  pihak  yang  mengajukan  keberatan  atas  permohonan
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Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah  tersebut,  maka  Majelis  Hakim

menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan

pernikahan  pada  tanggal  23  Maret  1992  di  Keluahan  Megang  Kecamatan

XXXXX II Kota Lubuklinggau, dengan wali nikahnya adalah bernama XXXXX

sebagai  Kakak  Kandung  Termohon,  dihadiri  oleh  saksi-saksi  antara  lain

bernama Aji Nasar dan Samsudin dengan Mas kawinnya berupa emas ½ suku

serta ada ijab dan qobul,  namun Pemohon dengan Termohon tidak memiliki

Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut  tidak  tercatat  di  KUA,

sementara Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan

sah untuk mendapatkan buku nikah guna keperluan melengkapi persyaratan

administrasi pemerintahan dan kepentinan lainnya;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  permohonannya,  para

Pemohon  telah  mengajukan  alat  bukti  surat  yang  memenuhi  syarat  untuk

dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 301 R.Bg.  Jo. Pasal 3 dan Pasal 10

Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai  serta  Surat

Edaran  Direktorat  Jenderal  Peradilan  Agama Nomor  1  tahun  2021  Tentang

Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka secara formil

bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3), berupa fotokopi

Surat  Ketrangan Domisili,  KTP dan Kartu  Keluarga Pemohon yang menurut

Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,

sehingga bukti  tersebut  telah memiliki  kekuatan pembuktian yang sempurna

dan  mengikat  (Volledgen  bindende  bewijskracht).  Alat  bukti  tersebut

membuktikan terkait domisili Para Pemohon yang dalam hal ini berdomisili di

wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Lubuklinggau. Maka dengan alat bukti

tersebut harus dapat dinyatakan Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang

mengadili perkara a quo secara relatif;

Menimbang,  bahwa  untuk  memperkuat  dalil  permohonannya,  para

Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu

saksi 1 dan saksi 2. Dimana telah disumpah di persidangan dan memberikan
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keterangan  secara  terpisah  di  depan  persidangan  sebagaimana  kewajiban

saksi  yang diatur dalam Pasal  171 dan 175 R.Bg.  dimana keterangan yang

diberikan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan

dalil-dalil  permohonan  para  Pemohon  serta  tidak  terdapat  halangan  untuk

diterimanya  kesaksian  para  saksi  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  menilai

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat  bukti  yang sah

untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para

saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon

pada tanggal 23 Maret 1992 di Keluahan Megang Kecamatan XXXXX II Kota

Lubuklinggau, dengan wali nikahnya adalah bernama XXXXX sebagai Kakak

Kandung Termohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Aji Nasar

dan  Samsudin dengan Mas kawinnya berupa emas ½ suku serta ada ijab

dan qobul;

 Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon

berstatus gadis;

 Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan

Termohon;

 Bahwa  selama  ini  tidak  ada  pihak  lain  yang  keberatan  atas

pernikahan Pemohon dengan Termohon;

 Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap

memeluk agama islam serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

 Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan

buku  nikah  guna  keperluan  melengkapi  persyaratan  administrasi

pemerintahan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan

pernikahan  yang  diajukan  Pemohon  dan  Termohon  tersebut,  Hakim  akan

mempertimbangkan  berdasarkan  ketentuan  hukum  perkawinan/  munakahat

Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan

ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana

yang disebutkan dalam Pasal  2  angka (1)  Undang-Undang Nomor  1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan.  Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sama-sama

beragama  Islam,  maka  mengacu  pada  aturan  tersebut  perkawinannya

dinyatakan sah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka

rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c.

wali  nikah,  d.  dua orang saksi,  e.  ijab dan kabul.  Bahwa berdasarkan fakta

hukum yang ada dipersidangan, semua rukun nikah harus dinayatakan telah

terpenuhi; 

Menimbang,  bahwa  di  samping  keharusan  terpenuhinya  rukun  nikah,

keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Adapun  syarat-syarat  perkawinan  adalah  tidak  terdapatnya  halangan

pernikahan  antara  calon  suami  dengan  calon  istri,  baik  untuk  sementara

ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Bahwa berdasarkan  fakta  hukum di

persidangan mengenai tidak adanya halangan pernikahan antara Pemohon dan

Termohon, maka berdasarkan aturan tersebut pekawinan antara Pemohon dan

Termohon telah terpenuhi syarat-syaratnya; 

Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  39  Kompilasi  Hukum  Islam

menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria  dengan seorang wanita

dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.

karena pertalian  sesusuan.  Bahwa diantara  Pemohon dan Termohon terbuti

tidak terdapat pertalian nasab, tidak terdapat hubungan kerabat semenda da

sesusuan,  maka larangan perkawinan sebagaimana tercantum dalam aturan

tersebut telah terpenuhi;

 Menimbang,  bahwa  Hakim  perlu  juga  mengemukakan  dalil/hujjah

syar’iyyah sebagaimana terdapat  dalamDalam kitab  Mughnil  Muhtaz,  juz  12

halaman  125  yang  selanjutnya  diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  yang

berbunyi:
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Artinya: “Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang

pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  sebagaimana  tersebut  di

atas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  pernikahan  Pemohon  dengan

Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  karena  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat

pernikahan secara syari’at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal

14  s/d  Pasal  38  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  pernikahan  tersebut  tidak

melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal

8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam

ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7

ayat  3  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum Islam adalah  bersifat  administratif  untuk

menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain

melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang

wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan

faktor-faktor  yang dapat  membahayakan (mafsadat)  pertumbuhan kehidupan

anak yang sudah dan akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih

utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim

berpendapat  sepanjang  memenuhi  rukun  dan  syarat  pernikahan  menurut

ketentuan  syari’at  Islam  sebagaimana  tersebut  di  atas  guna  menghindari

dampak  negatif  (mafsadat)  yang  ditimbulkannya  harus  lebih  diutamakan

daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (maslahah),

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh

Pemohon dan Termohon tersebut  telah  mempunyai  alasan dan kepentingan

yang  jelas  serta  kongkrit,  yang  dalam hal  ini  adalah  untuk  keperluan  buku

nikah, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon

dan  Termohon  tersebut  patut  untuk  dipertimbangkan  guna  memberikan
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perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  Pemohon  dan  Termohon  terkait

perkawinan mereka; 

Menimbang,  bahwa  di  samping  perkara  pengesahan  pernikahan

Pemohon dan Termohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas

sebagaimana tersebut  di  atas,  pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut

juga  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan  secara  syari'at  Islam

sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum

Islam  dan  perkawinan  tersebut  tidak  melanggar  larangan  perkawinan  yang

diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  jo  Pasal  39,  Pasal  40,  Pasal  41,  Pasal  42,  Pasal  43  dan  Pasal  44

Kompilasi  Hukum Islam,  oleh  karenanya  Hakim berkesimpulan  permohonan

Pemohon dan Termohon pada petitum angka 1 (satu),  2 (dua),  dan 3 (tiga)

dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Tentang Perceraian

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim telah  berupaya  dengan  sungguh-

sungguh merukunkan  Pemohon dengan Termohon dengan cara  menasehati

Pemohon agar bersabar dan rukun kembali  dengan Termohon sesuai dengan

ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  juncto  Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal  143 ayat (1)  Kompilasi  Hukum

Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa  upaya perdamaian melalui  mediasi sebagaimana

diatur dalam Perturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat

dilaksanakan  terhadap  perkara  ini  dikarenakan  ketidakhadiran  dari  pihak

Termohon tersebut;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon,  meskipun  dipanggil  secara

resmi  dan  patut,  tidak  datang  menghadap  di  muka  sidang  dan  pula  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Menimbang,  bahwa Termohon yang dipanggil  secara resmi  dan patut

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

mungkin  menasehati  Pemohon  untuk  bersabar  agar  bisa  membina  rumah

tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu

perkara ini harus segera diputuskan;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan dalam perkara  a quo,  maka Majelis tidak dapat memerintahkan

para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi

dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan

sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)

Rechtreglement  Buitengewesten(R.Bg) yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa

hadirnya Termohon dapat  dikabulkan  sepanjang beralasan  dan berdasarkan

hukum;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  283  R.Bg

(Rechtreglement Buitengewesten) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak

atau  mengemukakan  suatu  peristiwa  harus  membuktikan  adanya  hak  atau

peristiwa  itu”  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim memerintahkan  pada  Pemohon

untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo adalah perkara perceraian

maka  terhadap  saksi-saksi  yang  akan  dihadirkan  oleh  Pemohon  haruslah

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang

hal  ini  adalah ketentuan yang bersifat  khusus (lex specialis)  dari  ketentutan

yang bersipat umum (lex generalis)  yakni  Pasal  172 ayat 1  Rechtreglement

Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat  dengan suami

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon;  

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat

Pemohon  dan  atau  Termohon  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 3

Pemohon  sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai hubungan

Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  171  R.Bg  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 4 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat

Pemohon  dan  atau  Termohon  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 4

Pemohon,  sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon mengenai hubungan

Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan   didengar  langsung    dan
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relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Pemohon,  oleh  karena  itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  171  R.Bg  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  3  dan  saksi  4  Pemohon

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi 3 serta Saksi 4 Pemohon,

terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon

bertempat tinggal di wilayah Kota Lubuklinggau;

2. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  merupakan  suami  isteri  yang

menikah pada tanggal 23 Maret 1992 di XXXXX, Kecamatan XXXXX II,

Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan

3. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  mulai  tidak

harmonis sejak pertengahan 2009  yang lalu;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga

Pemohon  dan  Termohon  disebabkan  karena  Termohon  tidak  patuh

terhadap Pemohon sebagai suami, susah diatur dan suka melawan bila

dinasehati  oleh  pemohon  dan  selalu  ingin  menang  sendiri,  dan  tidak

menghargai Pemohon;

5. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  rumah

selama 14 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul

lagi  dan  tidak  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing

sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa,  baik  majelis  hakim  dalam  persidangan,  maupun  pihak

keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon

dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena

Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam

rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau; 

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri

yang sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

4. Bahwa  sudah  ada  upaya  yang  maksimal  untuk  merukunkan

Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 

5. Bahwa,  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  telah  pecah

(marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar

tweespalt);

6. Bahwa  alasan  perceraian  Pemohon  tidak  disebabkan  suatu

perbuatan yang melawan hukum; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

cerai  adalah karena  Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak

harmonis lagi  dan telah berpisah tempat tinggal  yang telah berjalan selama

lebih kurang 14 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seoran gpria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu

unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang

kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan

adanya  perasaan  saling  mencintai,  saling  menghormati,  saling  menjaga

kepercayaan  pasangan,  setia  memberikan  bantuan  lahir  dan  batin  yang

didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera
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rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan

perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang

sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 33

Undang-UndangNomor  1  Tahun  1974  TentangPerkawinanjunctoPasal  3

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  di  atas,  telah  terungkap

fakta hukum  bahwa antara  Pemohon dan Termohon  telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan  Termohon tidak patuh terhadap Pemohon

sebagai suami, susah diatur dan suka melawan bila dinasehati oleh pemohon

dan  selalu  ingin  menang  sendiri,  dan  tidak  menghargai  Pemohon,  dan

Termohon sudah  tidak  harmonis  lagi yang  akibatnya  antara  Pemohon  dan

Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, serta telah diupayakan

agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  memperhatikan  kondisi  rumah  tangga  antara

Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi

jika  diantara  Pemohon  dan  Termohon  masih  memiliki  perasaan  saling

mencintai,  saling menghormati,  saling menjaga kepercayaan pasangan, setia

memberikan  bantuan  lahir  dan  batin  yang  didasari  kerelaan  tanpa  paksaan

antara suami istri, bahkan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

mengakibatkan  terjadinya  perpisahan  antara  Pemohon  dan  Termohon,  hal

mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak perduli satu

sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum

yang terkandung dalam Yurisprudensi  Mahkamah Agung Republik  Indonesia

Nomor  379  K/AG/1995  tanggal  22  Maret  1997,  yang  menegaskan  bahwa

"suami  istri  yang tidak  berdiam serumah lagi,  dan tidak ada harapan untuk

hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah

terbukti  retak  dan  pecah,  serta  telah  memenuhi  alasan  perceraian

sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 tahun 1975"

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  dan  pertimbangan-

pertimbangan tersebut,  maka Majelis  Hakim menilai  Pemohon telah berhasil
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membuktikan  dalil  permohonannya  dimana  dalam  rumah  tangga  Pemohon

dengan Termohon telah  terjadi  perselisihan dan pertengakaran secara  terus

menerus,  hal  tersebut  sesuai  dengan  maksud  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juntco  Pasal  19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  juntco  Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa  perpisahan  Pemohon  dan  Termohon  sampai

dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang

14 tahun  tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi

dalam waktu tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak juga untuk

rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis

Hakim berpendapat  bahwa antara Pemohon dan Termohon  telah  benar-benar

berada dalam perselisihan yang tajam (syiqoqun baid) sehingga keduanya me

mang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semul

a;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon

dan  Termohon  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  apabila  Pemohon  dan

Termohon  tetap  dipertahankan  dalam ikatan  perkawinan sebagai  suami  istri

sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Pemohon dan

Termohon  akan  semakin  lama  dan  berkepanjangan  tidak  saling  mengurusi

antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan

rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk tercapai

dan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis

Hakim adalah sutau hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Menimbang,  bahwa  apabila  Pemohon  dan  Termohon  tetap

dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduan

ya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurusi antara satu dengan yang lain,

maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat,

baik  itu  bagi Pemohon maupun bagi Termohon ataupun juga bagi anak-anak

Pemohon  dan  Termohon  serta  keluarga  besarnya  masing-masing  di  dalam

masyarakat dimana meraka bertempat tinggal;
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Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga

dimana antara suami istri  sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu

dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya

hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana

Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai

sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Menimbang,  bahwa apabila  satu  keluarga  jika  diteruskan  dalam  satu

ikatan  perkawinan  ternyata  banyak  menimbulkan  mudharat  dibandingkan

manfaatnya,  maka  menolak  mudharat  itu  jauh  lebih  diutamakan  daripada

mengambil  manfaatnya,  sesuai  dengan  kaidah  fiqhiyah yang  Majelis  Hakim

ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

المصالح          جلب على م مقد المفاسد درء

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  dalil  yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

 Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di  atas

makaMajelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  tujuan  rumah  tangga  untuk

membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dan atau keluarga yang  sakinah, mawaddah dan  rohmah sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam

rumah tangga Pemohon dan Termohon,  sebab berdasarkan fakta  hukum di

atas  dapat  disimpulkan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon

tersebut telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) dan tidak ada harapan

lagi  untuk  dapat  rukun  kembali  dalam  rumah  tangganya  seperti  semula,

sehingga oleh karenanya Pemohon  telah mempunyai alasan hukum yang kuat

untuk  bercerai  dari  Termohon,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  beserta  penjelasannya  dan Pasal  19
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huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh

karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

MeMenimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; 

Tentang Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakn  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan  Permohonan  Pemohon  secara

verstek;    

3. Menetapkan  sah  perkawinan  antara  Pemohon

(PEMOHON)  dengan  Termohon  (TERMOHON) yang  dilaksanakan  pada

tanggal 23 Maret 1992 di XXXXX, Kecamatan XXXXX II, Kota Lubuklinggau,

Provinsi Sumatera Selatan;

4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj'i terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  muka

sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;    

5. Membebankan  kepada  Pemohon untuk  membayar

biaya perkara sejumlah Rp.470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Hakim  yang

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal  23 Januari 2024 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 11 Rajab Hijriyah, oleh kami Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

sebagai  Hakim  Tunggal,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh  Hakim  Anggota  yang  sama  dan  dibantu  oleh  Eli  Yulita,  S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

TTD

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera Pengganti

TTD

Eli Yulita, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.   100.000,00

3. Panggilan : Rp.   300.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Meterai                     :             Rp.            10.000  ,00  

Jumlah Rp. 470.000,00 

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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